
prduksi melalui sistem 
mernberikan kontribusi 
ak tahun 1970, yang 

Pernerintah No. 2 1 
m ~ukup 

menyolok dari 0,6 milyar US $ per tahun pa& akhir Pefita I menjadi 6,0 
rnilyar US $ per tahun pa& akhir Pelita V. 

Sejalan dmgan kmtribusi ekonorni yang tin& tersebut, di 
bahwa paanfaatan tersebut telah men&zkibak te jachya degradasi 
alarn produksi yang juga relatif drastis. Diduga, laju deforestation h 
produksi Indonesia rnencapai 300.000 hdtahm. Suck& barang tentu, 

hanya d isebabh oleh kegiatm IIF"N saja, tetapi dimm&- 
kan adanya faktor lain sqerti perladan- berprtldah, b m m a  darn 
(kebabran), pmcurian/permbahan & konversi h m  
keperluan pernbmgunan. tetapi, m a w g a t  kegiatan WPN dit 
oleh teholog tinggi, m ribusi terfiadap besarm faju deforestation 
tersebut terbesar berasal dari kea t an  IIPH. 

Sehubungan dengan itu, dan juga 
ditentukan oleh eksistensi hutan layak teb i sisaan dari fen 
deforesfatr'on, maka masalah ymg perh dibahas selanlwya adalah 

restation di wilayah Untuk 
secara 

paling tidak terhadap 2 unsur yakni : sisfem pengusahaan 
ennasuk di dalamya unsur ) dan sumber&ya r n w i a  

selaku eksekutor dari sistm tersebut. 



Sistem Kowesi Bak aham Hutan WEJr) 

Pengusahaan hutan merupakan manifestasi dari salah satu missi 
pernbangunan keh an yaitu komitmen &lam penyelenwraan kel. 
manfaat produksi secara progresif, dengan rnedan gerak utama pad 

hutan produksi terbatas. Tujumya adalah untuk 
omi sosial dari hutan melalui : 
vitas, pengolahan dan pernasaran hasil hutan dalarn 

kan pendapatan &lam negeri, devisa negara rnaupun 
&lam ran& memenulll kebutuhan masyarakat dalarn jumlah cukup dan 
harga wajar . 

b. Perluasan dan pernerataan keseqatan kerja dan peluang berusaha. 
c. Peningkam kesejahteraan masyarakat di &lam dan Q sekitar hutan. 
d. Pengembangan penyediam energ dengan mengernbangkan energ 

biomassa has2 hutan (baik kmiawi maupun fisik mekanis). 
e. Dorongan pengembangan wilayah sebagai salah satu upaya di dalam 

meningkatkan K&hanan Nasional dan kernantapan Wawasan Nusantara. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, penye1enmraan pengusahaan 

hutan dilahkan berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan 
menunrt rencana karya atau bagan kerja yang rneliputi : pmmamm, 

hasil, pengelolam dan pemasaran hasil 
ksanaan kqatan-kmatan tersebut diatur 

Pedoman Tebang Tanam Indonesia (??TI), Tebang f i b i s  dengan 
Pemudaan Alam A) atau Tebang Elabis dengan Pemudam Buatan 

silvikultur yang akan diterap kan ditetapkan 
berdasarkan kondisi fisik dan biotik wilayah konsesi. Kedua azas tersebut 
secara operasional dapat diabarkan sebagai azas kelestarian produksi yang 
meningkat (sustained and proflesshe yield princkle) serta azas ekonofi 
perusaham yang dicapai mela1ui efisiensi pengusham. 

Di samping itu, untuk menjamin temjudnya sistim pengusham 
yang lestan dan bemawasan lingkungan, Departernen Keh 

pula mengeluarkan seperangkat kebijakan, peraturan dan perundangan (dari 
mulai Undang-Undang hingga Surat Edaran) yang pada dasarnya berisi 
pedornan dan kernun&nan sanksi yang akan diberikan bilamana terjadi 
pelanggaran. 

Dari uraian tersebut tampak bahwa se a dari sisi konsep 
sistem pengelolaan hutan sudah memadai atau rnunglan berleblh. 
Ditambh la& dengan berbagai kegiatan penelitian dm pengembangan serta 
berpuluh seminar, workshop, simposium dan pertemuan ilmiah lainnya yang 
ditujukan untuk menyempurnaan sistern pengusahaan hutan agar sesuai 
dengan yang digariskan. 



Dengan demikian maka pernasalahan yang muncul bukan pa& 
konsepsi ataupun sistem pmgusahaan, tetapi lebih banyak terjaQ pada 
rnanajemen ditingkat pemsahaan pemegang W4-I dm atau proses 
pengawasan t e h s  di lapangan. Oleh karena itu maka pembahasan akan 
lebih maarik Jika diarahkan untuk rnenjawab pertanyam berikut : 'Sejauh 
manakah rimbawan Indonesia berperan atau diper dalam pengusahaan 
hutan dengan sistim NPH ???' Jawaban terhadap pertanyaan tersebut 
semahn penting artinya dalam upaya menuju era ekolabel yang menunta 
kuantitas dan kualitas profesionalisrne rimbawan sebagai subyek sekaligus 
obyek dalam hprah pembangunan kehutanan. 

Dari sqg statusnya dapat dibedakan 3 keiompok rimbawan, yakni 
sebut saja : rimbawan birokrat, rirnbawan ZHPH dan rimbawan konsultan. 
Sesuai dengan statusnya, setiap kelompok rirnbawan hams mernpunyai peran 
yang berbeda tetapi dengan visi yang sama, yaitu untuk mencapai si-stern 
pengusahaan hutan yang optimal, lestari dan bemawasan lingkungan. Peran 
rimbawan birokrat adalah sebagai wahl negara yang mmgawasi pelaksanaan 
pengusahaan hutan y m g  dilakukan oleh rimbawan WH. Dalam kasus-kasus 
tertentu apabila kemamtpuan rimabwan LlPH rnendapat kesulitan tekms, 
rirnbawan konsultan (negeri atau swasta) berperan sebagai penashat atau 
pemberi alternatif pemecahan masalah. 

Dari pernbagan peran seperti itu, akan dicapai hubungan yang 
harmonis. Kehamortlsan hubmgan ini akan berdarnpak positif b a g  
sumberdaya hutan yang merqakan objek pengelotaan. Akan tetapi, 
'Sttdnhknn kehnvmonzsan tevsebut terjalin seIama i ~ i  ?' Tida 
hub~mgan pola predator-prey yang selama ini ? ' Untuk maganalisis pola 
hubungan antara ketiga kelompok rimbawan ini ada baiknya ditelaah peran 
dari setiap kelornpok rimbawan. 

Has11 ujl pet~k pada tahun 1992 dl beberapa ZHPH (wlayah 
Kal~rnantan, Sumatera, Sulawes~ dan P Ambon) r n e n q u  
sediht jumlah nmbawan yang rnenjad! staf tekrus W H  Fenomena in1 

mungkiln dlsebabkan oleh dua ha1 Pertarna karma dreks~  KPH mengangap 
belum memerlukan tenaga profeslonal, atau karena nrnbawan t~dak  pernah 
betah dl lapangan Was11 wawancara (tidak sengaja) maqrlMcan bahwa 
ketersed~aan fas~l~tas  lapangan senngkall alakadarnya, sehngga membuat 
para nrnbawan rnelankan dln 



Alasan lain yang dikemukakan para rimbawan yang sering terdengar 
dan m m h  dapat diternukan dI lapangan adalah lemahnya kedudukan dan 
tingkat profesionalisme rimbawan Indonesia dalam kiprah pqelolaan hutan 
dan kehutanan nasional. Bahkan yang mempnha~ adalah belum 
optimahya kemauan untuk memberdayah rimbawan sesuai bidang 
keaktiannya. Dapat dicatat, bahwa perhatian terhadap pemberdayaan 
rimbawan baru menjadi kepentingan banyak kalangan ketika 
pemerintah terhadap keharusan profesionalisme (keahlian) $i dala 

Pada level unit mmajmen pengusahaan hutan 
bawan belum ditempatkan secara proporsional pada 

tingkat pengambilan kqutusan sesuai bidang keahlimya, namm mash  
sekedar memenuhi syarat penyertaannya saja. 

Tanpa maksud mencari pembenaran tentang masih lemahya ktprah 
rimbawah &lam pengdolaan hutan $an kehutanan dI Indonesia, narnm yang 
lebih penting adalah bagaimana upaya dan kemauan semua pihak yang 
terkait dengan pagelolaan hutan dan kehutanan untuk lebih memberdayah 
rimbawan sebagai modal dasar dalam pengeIolaan hutan secara Iestari 
memasuh era ekolabel. 

Jika sarjana atau lulusan lernbaga pendidikan rnenengah maupun 
tin= kehuhnan didefinisikan harus berkiprah dalam bidang-bidang yang 
berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan dan kehutanan 
(temasuk di industri-industri kehutanan), perlu dicatat bahwa pa& 

ya masih banyak ditemukan kiprah rimbawan yang tidak sesual 
dengan bidang keahliannya. n jika dilihat s m r a  spesifik pada bidang 
kealnlian yang dirnilifu oleh lulusan, rnaka masih banyak ditemukan 
rimkwan yang tidak berkiprah sesuai bidang keahlian khususnya tersebut. 
Sebagai contoh, seorang lulusan bidang keahlian konservasi berhprah pada. 
bidang keahlian teknolog hasil hutan, atau sebaliknya seorang lulusan 
teknolog hasil hutan berlaprah di dalam pengelolaan kawasan konservasi 
(Taman Nasional misalnya). Tentu masih banyak contoh-contoh lainnya. 

Di samping itu pada unit manajemen pengusahaan hutan masih 
sering diternukan pemberdayaan sarjana-sarjana kehutanan pada posisi yang 
dipandang tidak atau kurang strategis ballkan kadang-kadang sekedar ada. 
Paling tidak ada dua permasalahan dasar yang berkaitan dengan perma- 
salahan ini, y a h  : 
1. Pernbidmgan keahlian yang masih bersifat umum atau belum tegas dan 

jelas ke dalam keahhan khusus, baik pada tingkat lembaga pendidikamya 
maupun pada tingkat kebijakan yang dikaitkan dengan penetapan 
reh i tmen  surnberdaya tenaga kerja, baik di lernbaga pemerintah, B 
maupwn swasta; dan 

2. Lemahnya posisi tawar-menawar (bargaining position) yang dimiliki oleh 
profesi rimbawan, baik secara individual maupun kelembagaan, dalam 



sistenn pengushan hutan umumya, sehingga pemberdayam rimbawm 
sesuai bidang keahliannya belm opbmalnya. 

Sejalan dengan keb~jakan Departemen Khutanm yang mernbuka 
peluang jasa konsultasi dalam beberapa tahun terakl-ur ini, 
j udah  perusahaan k m  a h  r imbarn  meningkat dengan 
pesat (hampir mencapai 200 perusaham kmsdtan pa& awal 
Peningkatan cukup drastis ini diawali dengan kmajiban 
IDPH untuk menyusun Karya Pengusahaan Rutan ( 
Dannplak Lingkungan ) dan Stud Dagnostik HPIJ Bina Desa 
Hutan. 

ldealnya keahlian (profesionalisme), kekuatan moral dan etik menjadi 
modal dasar rirnbawan konsultan untuk bisa memper-ol& kepereayaan dari 
kliennya. Dalam melakanakan kiprahnya, seorang rimbawm konsultan 
dituntut untuk memiliki kemarnp alitis, apreasiasi dan heatifitas yang 
t i n e  dengan senantiasa berp pa& visi-nya selaku rimbawan. 
Independeflsinya sebagai profesi ditwtut. Wai tersebut mernberi- 
kan konsekuensi keberpihakan rimbawan konsultan 'nanyalah pada kebenaran 
profesi dan twtutan moral serta etik kehutanan, bukan pa& kepmtingan 

rus keinginan Hien. 
tetapi, pada kenyataamya kondisi ideal tersebut tidak selalu 

ditemukan Salah satu faktor yang seringkali dipandang oleh sebagian 
rirnbawan konsultan nnembatasi kreat~fitas dan tingkat apreslaslnya dalam 
mmerankan ktprahya adalah keharusm rnengacu pada ketentuan atau 
pmduan t e h s  yang sudah ada yang dibangun tidak selalu didasarkan atas 
kajian akadernik atau melalui suatu pmelitian terintegrasi. Apabila 
menyimpan& rnaka pengakuan hasil pekerjaan oleh rimbawan birokrat sulit 
diperoleh. Sementara itu seringkali pengaban itdah yang menjadi target 
sebagian besar rimbatvan WH. 

Ka&ng-kadang hasil karya konsuItan menjadi tidak berarti ketika 
dinilai pada tingkat birokrasi. Betapapun dernilan pada slsi lain hams juga 
diakui bahwa masih sering terdengar banyak ch antara rimbawan konsultan 
yang bekerja kurang profesional yang rasa tanggung jawab moraI dan etik 
yang masih rendah atau dengan kata lain asal jadi. Suasana seperti ini pada 
akhimya mendorong terjadinya hubungan kolust antar rimbawm yang 
melupakan wsi-nya sebagai penjaga kelestan 

Kondisi seperti ini sangat rnemprih 
dikhawatirkan akan mempercepat terjadlnya kelangkaan sumberdaya hutan 
yang pada grlirannya akan mengalbatkan kepunahan profesi rirnbawan 
secara umurn Oleh karena ~ t u  perlu adanya upaya pembinaan dan 



paantapan profesionalisme rimbawan konsultan sehingga memililu rasa 
jawab moral dan etih yang tin=. 

Dalam bahasan ini, rimbawan birokrat adalah rimbawan y m g  
berkiprah di lembaga-lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun 
daerah yang mengemban tugas dan 
(pemerintah) dalam p 
hutan bagi 
tugas d m  jawab tersebut, ri 
kebcakan, garis-garis sistem pengusahaan hubn serta me1 
(penilaian) terhadap pelaksanaan pemdaatan hutan oleh 
IEPH. 

Sesuai dm@ statusnya kiprah dan peran rimbawan birokraL 
teguh pa& k e b i j a h  d m  peraturan/pemdangan 

dang h g g a  Surat Edaran) yang berlaku. Telaahan 
terhadap serangkaian kebijakm dan aturan yang telah dikeluarkan, khusus- 
nya yang mmgatur hutan dan kehutanan, &pat &katakan sudah relatif 
memadai. W a i  dari surat &ran, petunjuMpedoman t e h s  hngga 
berbentuk Surat I(eputusan telah dengan jeias mernberikan arahan mengenai 
bagaimana sehamsnya peran rirnbawan birokrat sesuai dengan tingkat 
jab 

tetapi, disadari atau tidak, dalarn tatanan yang sudah serba 
jelas tersebut kadang-kadang timbul kasus-kasus yang memerlukan 
penanmnan antisipatif. Sayangnya, kasus-kasus insidenti3 tersebut 
berkembang menjadi preseden yang kurang baik, sehinggrs tidak jarang 
dija&kan contoh bagi pengambilan keputusan kasus-kasus serrupa. Kondisi 
seperti inilah yang kemudim dimanfaatkm para pengusaha yang arogan 
mtuk mengambil jalan pintas terhahp birokrasi. 

Sepintas tampak terjalin hubmgan inter-kelompok rimbawan yang 
bersifat mutualistik (saling mengmtlmgkan), akan tetapi b a 3  kelestarian 

kondisi ini smgatlah membahayakan. Oleh karma itu, 
adanya pengurangan kemm@nan terjadinya hubungan 

tidak sehat rnelalui deregulasi prosedur, juga dipmdang perlu adanya 
penin&tan perekonornim &lam negeri serta pembkaan mental yang 
bersifat preilmtif dan kuratif. Di samping itu, perlu pula diperhatikan 
pengembangan, baik dalam karirhenldikan maupm bidang keahlian daiam 
skala ruang (tempat bekerja) dan dimensi waktu @engalaman bekerjal 
senioritas), sehingga the right m n  on the rig/zt place clapat t e m j u d  seba- 
gaimana yang diharapkan. Dengan demihan diharapkan rimbawan birobat 



ini dapat berperan sesuai aturan d m  mempunyai kekuatan mental yang 
tan& dalam men&adapi tekanm ekonorni, sosial dan politis. 

Untuk dapat memjudkm konUtmpen penge1olaan 
terutama dalarn mernasukr era ekolabel, maka pilihan 
segera dipersiapkan adalah pemberdayaan rirnbawan sebagai modal dasar 
dalarn sistern pmgusaham h produksi . Pemberdayaan rirnbawan 
mengandung arti pemberian kepercayaan dan kwenmgan pa& rim 
secara individual maupun kelornpoMkelembagaan dalam pengelolaan 
danKehutanmhd ' sesuai bidang keahliamya. Ada beberapa langkah 
yang sebaiknya dil 
1 .  Meningkatkan status dan wibawa rirnbawan birokrat rnelal 

kesejahteraan menjadi paling tidak setaraf dengan rim, 
2. Menin&atkan upaya pembinaan d m  pemanfaatan profesionalisme 

rimbawan konsultan sehingga mernilih rasa tangung jawab moral dan 
etika yang tin@. 

3. Mempertinw posisi tawar-menawar rimbawan W H  sebagai subyek 
dengan jalan meningkatkan kemarapuan profesionalisme nmbawan, 
melal ui p&ngkatan penguasaan iptek, pemantapan tanBung jawab moral 
dan etik kehutanan, serta mempertine kepekaan sosial dan sikap proaktif 
terhadap berbagai pernasalahan hutan dan kehutanan, baik nasional, 
r q o n a l  mapun global. 

4.  Penguatan dan pengawasan yang ketaf terhadap kebijakan yang 
rnewajibkan perusahaan WEI menyertakan rimbawan profesional dalam 
jumlah yang memadai sebagai suatu knteria ijin pengusahaan hutan 
Cwprr) secara tegas. 

5 .  Pernantapan penataan bidang-bidmg keahtian dalam pengeiolaan hutan 
dan kehutanan, melalui mekanisme rehitmen tenaga kerja di instansi 

maupun swasta. Dalam hal penataan bidang-bidang 
dilakukan pada level lembaga ppenddikan keh 

(baik pendidikan rnenengah rnaupun pendidikan tin=) sebagai media 
yang bettugas dalam menyapkan tenaga profesi kehutanan. 

5. Penyederhanaan prosedur perizinan tanpa rnelupakan azas kelestarian 
hutan dan ppenyebarluasan tata caralprosedur kebijakan dan peraturad 
pen~ndangan secara lengkap dan transparan. Dengan demilaan setiap 
kelompok nmbawan mengetahui perannya masing-masing berikut aturan 
main yang perlu ditaati oleh setiap pihak dalarn menjalin hubmgan 
hamonis mutualistik, baik inter-rimbawan maupun dengan surnberdaya 
hutan. 



1 .  Menyongsong era ekolabel yang ditargetkan rnulai diterapkan pada tahun 
2000, pengusahaan hutan ditmtut untuk lebih profesional, transparan dan 
senmtiasa berpedomm pada azas kelestanan hasil, hutan, keanekara- 
gamm hayati serta bemawasan lingkungan (fisik, biotik, sosial-ekonom 
dan buda ya) . 

2 Profesionalisme dan mentalitas timbawm, baik yang berstatus birokrat, 
konsdtan maupun rimbawan IIPH perlu lebih ditingkatkan, sesual 
perannya rnasing-mashg. Peran setiap kelompok rimbawan boleh atau 
harus berbeda, tetapi visi rimbawan &lam dimensi apapun (ruang, waktu 
dm jabam) harus tetap sama, y a h  menjaga eksistens~ sumberdaya 
hutan. Kepunahan ekosistim hutan berartl hilangnya profesi rimbawan. 

3 Pemberdayaan nmbawan melalui pembenan kepercayaan dan 
kavenangan, baik secara individu atau kelompok, sesuai dengan bidang 
keahlian dan pengalarnamya rnempakan modal dasar bag sistem 
pagelolaan hutan secara Lestari . Bagaimmapun a sistem dan 
teknolog yang bisa diterapkan, tanpa adanya kuantitas dan halitas serta 
upaya pemberdayaan rimbawan, rnaka pembangunan kehutanan 
sebagairnana digariskan dalam GBI;[W hanya akan rnenjadi irnpian 


